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PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Kdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam

sidang Hakim Tunggal  berdasarkan Surat  Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia  Nomor  51/KMA/HK.05/04/2018  tanggal  24  April  2018  tentang

Dispensasi/izin  sidang  dengan  Hakim  Tunggal,  telah  menjatuhkan  putusan

secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  7  Tahun 2022 tentang Perubahan Atas  Peraturan Mahkamah Agung

Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di

Pengadilan secara Elektronik  dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Hairiyani binti Syam'ani, NIK.6303054907820009 tempat tanggal

lahir/umur Martapura, 09 Juli 1982/42 tahun, agama Islam,

pendidikan S1,  pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx,  tempat

kediaman  di  KABUPATEN  HULU  SUNGAI  SELATAN

PROVINSI  KALIMANTAN  SELATAN,  DALAM  HAL  INI

MENGGUNAKAN  DOMISILI  ELEKTRONIK  DENGAN

ALAMAT EMAIL HAIRIYANISITI@GMAIL.COM, NOMOR

HANDPHONE  085924892258/085251457445,

KANDANGAN  UTARA,  KANDANGAN,  ,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. tempat tanggal lahir/umur Martapura, 01 November

1980/43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxx  xxxxxx,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN  HULU

SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

NOMOR  HANDPHONE  081349472628,  HAMALAU,

SUNGAI RAYA, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara; 
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx secara elektronik (e-

court), Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Kdg, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara

resmi  pada  tanggal  30  Juni  2013  sesuai  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

263/20/VIII/2013 tanggal  14 Agustus  2013 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxx  xxxxxx  xxxxxxx,

Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  sampai  berpisah  Penggugat

dengan Tergugat bertempat tinggal  di  rumah Penggugat di  xxxxxxx xxxx

xxxxxxx  xxxxxxx  xxxx  x  xxx  x,  Jalan  Keramat  RT.  003  RW.  001  Desa

xxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Provinsi

xxxxxxxxxx  xxxxxxx  selama  kurang  lebih  10  tahun  6  bulan.  Selama

pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berkumpul

sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan  sudah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak yang masing-masing bernama:

1. Muhammad Danish Mirza Farhanie bin Masran, tempat dan tanggal

lahir  Hulu  Sungai  Selatan,  25  Juli  2015,  NIK  6306052507150001,

Pendidikan SD dan ikut dengan Penggugat;  

2. Muhammad Ayyash Zhafran Syakier bin Masran, tempat dan tanggal

lahir  Hulu  Sungai  Selatan,  14  Juni  2019,  NIK  6306051406190001,

Pendidikan SD dan ikut dengan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan

harmonis,  akan  tetapi  sejak  bulan  September  2019  mulai  tidak  rukun

disebabkan antara lain:    

1. Tergugat  suka bermain  judi  togel,  hal  tersebut  Penggugat  ketahui

saat  menemukan  buku  yang  berisi  angka  mencurigakan,  dan  ketika

Penggugat  menanyakan hal  tersebut  kepada Tergugat,  Tergugat  tidak

mau mengakuinya. Sampai akhirnya, Tergugat ditangkap oleh kepolisian

saat  berada  dirumah  orang  tua  Tergugat  dan  mendapat  hukuman

kurungan  penjara  selama  1  tahun,  namun  Tergugat  hanya  sempat

menjalani selama 4 bulan saja dibantu oleh orang tua Tergugat;  
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2. Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  sebagai  seorang  suami,  yakni

Tergugat  tidak  dapat  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  dengan

layak dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan malas mencari

pekerjaan,  padahal  Penggugat  sudah  berusaha  menawarkan  bantuan

kepada  Tergugat  apabila  Tergugat  ingin  modal  untuk  berusaha,  akan

tetapi Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan. Sehingga untuk

memenuhi  kebutuhan  Penggugat  dan  anak  Tergugat  dan  Penggugat

sehari-hari, Penggugat hanya bergantung pada gaji Penggugat sebagai

xxxxxxx xxxxxx xxxxx;  

3. Tergugat  tidak  taat  beribadah  dan  tidak  dapat  memberikan

pendidikan  agama  kepada  Penggugat  maupun  anak  Tergugat  dan

Penggugat,  dikarenakan  Tergugat  sendiri  tidak  menjalankan  ibadah

seperti sholat 5 waktu dengan baik, padahal Penggugat sudah berusaha

untuk  menasehati  Tergugat  dan  menyuruh  Tergugat  untuk  membawa

anak  Tergugat  dan  Penggugat  ke  mesjid  ketika  sudah  masuk  waktu

sholat atau ke Majelis Ta'lim Guru Kapuh untuk mendengarkan ceramah

beliau,  namun  Tergugat  selalu  menolak  dan  beralasan  bahwa  anak

Tergugat  dan Penggugat  nanti  akan menangis,  hal  tersebut  membuat

Penggugat merasa kecewa sebagai seorang istri;  

4. Bahwa  puncak  pertengkaran  dan  perselisihan  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  pada  bulan  Januari  2024  disebabkan

permasalahan  yang  sama,  yakni  Tergugat  masih  tidak  kunjung  mau

berubah dan justru semakin bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat dan

anak Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi

untuk menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan akhirnya

memutuskan  untuk  pergi  meninggalkan  rumah  Penggugat  dan  pulang

kerumah  kontrakan  bersama  dengan  anak  Penggugat  dan  Tergugat.

Sedangkan  Tergugat  masih  bertempat  tinggal  dirumah  Penggugat

sebagaimana  alamat  tersebut  diatas.  Sehingga  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah  berpisah  rumah  kurang  lebih  6  bulan  sampai  dengan

sekarang;  

5. Bahwa  pihak  keluarga  Tergugat  dan  Penggugat  tidak  pernah

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;  

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Kdg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  tidak  mungkin  lagi  dipertahankan  lagi  akibat  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  telah  terjadi  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk

membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  warohmah  tidak

dapat diwujudkan, oleh karena itu  Penggugat berkesimpulan ingin bercerai

dengan Tergugat;  

7. Bahwa  Penggugat  sebagai  seorang  xxxxxxx  xxxxxx  xxxxx  untuk

melakukan perceraian  telah  mendapat  izin  dari  atasan yang berwenang

sesuai  dengan  Keputusan  Bupati  Hulu  Sungai  Selatan  Nomor:

800.1.3.4/016/BKPSDM  tanggal  15  Maret  2024  tentang  Pemberian  Izin

Perceraian;  

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  xxxxxxxxx  Cq.  Hakim  segera  memeriksa  dan  mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shugra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (Siti Hairiyani binti Syam'ani); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku; 

SUBSIDER

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya. 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap  di  persidangan didampingi  kuasanya.  Adapun  Tergugat  hanya

pernah hadir pada persidangan pertama tanggal 24 Juli 2024, sedangkan pada

hari-hari  persidangan lanjutan  perkara  ini  Tergugat  tidak  pernah datang lagi

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan

(relaas)  Nomor  238/Pdt.G/2024/PA.Kdg  yang  diterima  pada  tanggal  17  Juli

2024  dan  02  Agustus  2024  yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Kdg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim tunggal  telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Izzah,

S.H.I., M.H.) tanggal 16 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, hakim tunggal tetap berusaha

mendamaikan Penggugat  dan Tergugat agar kembali  rukun membina rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat melalui  kuasanya untuk  menguatkan  dalil-dalil

gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxx  xxxxxx

xxxxxxx  Provinsi  xxxxxxxxxx  xxxxxxx,  Nomor  263/20/VIII/2013  Tanggal  14

Agustus  2013.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Hakim  Tunggal,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:  

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 20 Agustus 1984,

agama Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  xxxxxxx  xxxxxx  xxxxx,  tempat

kediaman di Desa Padang Panjang RT.002 RW.001 Kecamatan karang

Intan Kabupaten Banjar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah adik ipar;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang

menikah pada tanggal 30 Juni 2013;

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

Penggugat  di  xxxxxxx  xxxx  xxxxxxx  xxxxxxx  xxxx  x  xxx  x,  Jalan

Keramat  RT.  003  RW.  001  Desa  xxxxxxx  Kecamatan  xxxxxx  xxxx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Provinsi  xxxxxxxxxx xxxxxxx,  hingga

pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri telah

dikaruniai  2  (dua)  orang  anak,  masing-masing  bernama Muhammad

Danish Mirza Farhanie dan Muhammad Ayyash Zhafran Syakier;; 
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- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun,

akan  tetapi  sejak  September  2019  antara  Penggugat  dan  Tergugat

mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  secara  langsung  pertengkaran

antara  Penggugat  dan  Tergugat,  hanya  mengetahui  dari  cerita

Penggugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi  antara Penggugat

dan  Tergugat  disebabkan  karena  Tergugat  sering  berjudi  serta  tidak

memberikan nafkah rumah tangga yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa  puncaknya  pada  Januari  2024,  dan  yang  meninggalkan

kediaman adalah Penggugat karena sudah tidak tahan hidup bersama

dengan  Tergugat.  Sejak  itu  pula  antara  Penggugat  dan  Tergugat

kemudian berpisah tempat  tinggal  yang hingga sekarang telah  lebih

kurang lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa  pihak  keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Martapura, 02 Oktober 1980, agama

Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  xxxxxxxxxx,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN BANJAR, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah adik kandung;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang

menikah pada tanggal 30 Juni 2013;

- Bahwa  selama  membina  rumah  tangga,  Penggugat  dan  Tergugat

awalnya bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxxxx xxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxx x xxx x, Jalan Keramat RT. 003 RW. 001 Desa xxxxxxx

Kecamatan  xxxxxx  xxxx  xxxxxxxxx  xxxx  xxxxxx  xxxxxxx  Provinsi

xxxxxxxxxx xxxxxxx, hingga pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri telah

dikaruniai  2  (dua)  orang  anak,  masing-masing  bernama Muhammad

Danish Mirza Farhanie dan Muhammad Ayyash Zhafran Syakier;
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- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tampak

harmonis,  akan tetapi  sejak  September  2019 antara  Penggugat  dan

Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  secara  langsung  pertengkaran

antara  Penggugat  dan  Tergugat,  hanya  mengetahui  dari  cerita

Penggugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi  antara Penggugat

dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berjudi hingga tidak

dapat memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat;

- Bahwa  pada  6  (enam)  bulan  yang  lalu  dan  yang  meninggalkan

kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan hidup

bersama  dengan  Tergugat.  Sejak  itu  pula  antara  Penggugat  dan

Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah

lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa pihak  keluarga  telah  beruapaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa Penggugat  menyatakan tidak akan mengajukan bukti  apapun

lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut

ke hadapan sidang secara elektronik (e-court) melalui alamat domisili elektronik

Kuasa  Penggugat  berdasarkan  ketentuan  Pasal  16  dan  18  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administasi  Perkara  dan

Persidangan  Di  Pengadilan  Secara  Elektronik  sebagaimana  perubahan

Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2022  jo.  Pasal  26  ayat  (4)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perakra ini Penggugat

menghadap  sendiri  di  persidangan.  Adapun  Tergugat  hanya  hadir  pada

persidangan  pertama  tanggal  24  Juli  2024,  sedangkan  pada  hari-hari

persidanga lanjuta perakara ini Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Kdg  yang diterima pada  tanggal 17 Juli  2024 dan

tanggal  02  Agustus  2024  yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah

dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana PERMA Nomor 7 tahun 2022

Jo.  SEMA  Nomor  1  tahun  2023,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil  secara resmi

dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka perkara ini dapat

diperiksa dan diputus secara contradictoir;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  juga  telah

diupayakan  untuk  berdamai,  baik  dalam  persidangan  oleh  Majelis  Hakim

maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya

perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  154  ayat  (1)  Rbg  dan  Pasal  2

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang

telah  diubah dengan  Peraturan  Mahkamah Agung RI  Nomor  1  Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan

Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena

itu  berdasarkan  Pasal  40  dan  Pasal  63  Ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-undang

Nomor  1  Tahun  1974  Jo.  Pasal  49  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.

Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Karenanya
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Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta

memutus perkara a quo;

Menimbang  bahwa  dalam  gugatan  Penggugat,  tempat  tinggal

Penggugat  berada  pada  wilayah  hukum  yurisdiksi  Pengadilan  Agama

xxxxxxxxx, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,

maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatan  mendalilkan  bahwa

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama

Islam,  oleh  karenanya  Penggugat  dan  Tergugat  telah  sesuai  dengan  asas

personalitas keislaman, sehingga memiliki  legal standing dalam perkara a quo

sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  perkara  gugatan  a  quo didaftarkan  oleh  kuasa

hukum  Penggugat  secara  elektronik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara

dan  Persidangan  Secara  Elektronik  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan

perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar,  maka Hakim Tunggal

telah  memeriksa  identitas  kuasa  Penggugat  dan  kelengkapan  pendaftaran

perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan  Romawi III,

huruf  C angka  1 Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi  Perkara  Perdata,

Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  perkara  pada  intinya

Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan perceraian dalam

gugatan  Penggugat  adalah  karena  adanya  peselisihan  dan  pertengkaran

secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2019

yang disebabkan  Tergugat suka bermain judi  togel, tidak dapat memberikan
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nafkah kepada Penggugat  dengan layak  dan  tidak taat  beribadah dan tidak

dapat memberikan pendidikan agama kepada Penggugat maupun anak. Akibat

perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak

Januari  2024  dan  yang  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  adalah

Penggugat karena sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil  yang diajukan Penggugat dalam perkara ini

sebagaimana  dimaksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974

tentang Perkawinan  jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian 

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian, yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generalis),

yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami

istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  maka  untuk

mengetahui  lebih  jelas  alasan  tersebut,  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk

membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti

yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim

Tunggal  menilai  Penggugat  tetap  harus  dibebani  pembuktian  sebagaimana

ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah/Duplikat

Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi  syarat  formil  dan materiil  sebagai  akta

autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan

bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara

sah dan resmi pada 30 Juni 2013;

Menimbang,  bahwa  mengenai  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat

dipertimbangkan sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam

perkara  a quo  adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo. Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  sesuai

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Hakim

Tunggal  perlu  mendengar keterangan dari  pihak keluarga serta  orang-orang

terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg serta Pasal 308 dan

309  R.Bg.  Keduanya  juga  telah  memberikan  keterangan  yang  saling

bersesuaian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

yang  sah  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak,  masing-masing  bernama

Muhammad Danish Mirza Farhanie dan Muhammad Ayyash Zhafran Syakier.

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak September

2019  yang  lalu  di  mana  telah  terjadi  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  yang  disebabkan  Tergugat  sering  berjudi  dan  tidak  memberikan

nafkah yang cukup untuk Penggugat. Akibat perselisihan tersebut Penggugat

dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu di

mana Penggugat karena sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat

yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat

dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali,  selain itu sudah diupayakan

untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat  dan Tergugat  namun tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  2  Penggugat  terhadap

terjadinya  perselisihan  dan  penyebab  terjadinya  perselisihan  didapat  dari

keterangan  atau  cerita  Penggugat,  maka  kesaksian  tersebut  termasuk

Testimonium  de  auditu,  namun  dalam  hal  ini  Hakim  Tunggal  berpendapat

kesaksian tersebut dinilai sebagi bukti permulaan. 

Menimbang,  bahwa  Hakim  Tunggal  mengambil  alih  yurisprudensi

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  nomor  308  K/Sip/11379  tanggal  11

November 1959 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “Testimonium de

auditu  tidak  dapat  digunakan  sebagai  saksi  langsung  tetapi  penggunaan
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kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu

dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang”;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  2  yang  dihadirkan

Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling

bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal

menilai  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  2  Penggugat  tentang  adanya

perselisihan dapat digunakan sebagai persangkaan Hakim;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  keterangan

saksi-saksi tersebut dan persangkaan Hakim mempunyai nilai pembuktian dan

dapat dijadikan fakta hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada

keharmonisan  karena  terjadi  perselisihan  yang  terus  menerus  sejak

September 2019 yang lalu;

2. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  di

sebabkan Tergugat sering berjudi dan tidak memberikan nafkah yang cukup

untuk Penggugat.;

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal  sejak

Januari 2024 yang lalu di mana Penggugat karena sudah tidak tahan hidup

bersama dengan Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

1. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan

tetapi tidak berhasil;

1. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada  harapan  hidup

rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar

Penggugat  diceraikan dengan Tergugat.  Dan berdasarkan fakta-fakta hukum

persidangan di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:
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Menimbang  bahwa  secara  yuridis  menurut  pasal  39  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun  2019  tentang  Perkawinan  menentukan  bahwa  untuk  melakukan

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan

tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan  salah  satu  alasan  perceraian  yaitu

adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri  dan tidak ada

harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  terdapat

beberapa unsur  yang harus  dipenuhi  untuk  terjadinya  perceraian  baik  cerai

gugat maupun cerai talak yaitu:

 Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

 Perselisihan  dan  pertengkaran  menyebabkan  suami  isteri  sudah

tidak ada harapan untuk kembali rukun;

 Pengadilan  telah  berupaya  mendamaikan  suami  isteri  akan  tetapi

tidak berhasil;

Menimbang  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan  dipertimbangkan  satu

persatu  dengan  mengaitkan  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang

telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

secara terus menerus karena Tergugat  sering berjudi  dan tidak memberikan

nafkah yang cukup untuk Penggugat., dengan demikian unsur pertama terkait

perselisihan dan pertengkaran terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang

terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih

sejak  Januari  2024  yang  lalu.  Yang  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman

bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan hidup bersama dengan

Tergugat,  dan  selama itu  telah  diupayakan  pula  oleh  pihak  keluarga  kedua

belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut

tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;
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Menimbang  bahwa  Hakim  Tunggal  telah  berupaya  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan

sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan

Hakim  Tunggal  telah  mengoptimalkan  upaya  damai  melalui  mediasi  sesuai

PERMA Nomor  1 Tahun 2016,  namun upaya tersebut  tidak  berhasil  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian unsur ketiga juga

telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk

kepada Yurisprudensi  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995

tanggal  26  Maret  1997  yang  mengandung  kaidah  hukum  sebagai  berikut:

“Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana

keduanya  sudah  tidak  berdiam  serumah  lagi,  sehingga  terlihat  tidak  ada

harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang

harmonis dan bahagia”  dan Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI Nomor 534

K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :  “Bahwa

dalam hal perceraian,tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah

perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati

ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan

tidak  mungkin  dapat  dipersatukanlagi,  meskipun  salah  satu  pihak

menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka

pihak  yang  menginginkan  perkawinan  pecah,  akan  berbuat  apa  saja  agar

perkawinannya pecah”, maka dengan ini, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  Rumusan  Hasil  Pleno  Kamar  Perdata  Agama

Mahkamah  Agung  RI  tanggal  19  s/d  20  Desember  2013,  yang  ditetapkan

berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  tahun  2013  sebagai  Pedoman

Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan  jo.  SEMA nomor 3 tahun 2023 huruf (c)

Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan.

Menimbang  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang  di

dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan
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keluarga/rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah, warahmah seperti  yang

diharapkan  oleh  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya  akan  menimbulkan

kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu  pihak atau

kedua  belah  pihak.  sebab  dengan  meneruskan  perkawinan  akan

mendatangkan rasa tidak aman,  mudharat  atau  mafsadat dari pada  maslahat

bagi  Penggugat  dan  Tergugat.  Sedangkan  dalam  ajaran  syari'at  Islam

menghindari  mudharat atau  mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil

manfaatnya, sebagaimana kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

Artinya:  “menghindari  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  mengambil

kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap

suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai

dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus

Sunnah juz II halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal

dalam perkara a quo yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:  “Seyogyanya  jalan  untuk  bercerai  itu  diberikan  dan  jangan  ditutup

sama  sekali,  karena  menutup  mati  jalan  perceraian  akan  mengakibatkan

beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri  sudah

tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul

diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya

menjadi kalut.”

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  apabila  Hakim  Tunggal

menjatuhkan  talak  Tergugat  terhadap  Penggugat  adalah  pilihan  yang  lebih

maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam

kitab  Ghayatu  al-Maram  yang  dijadikan  sebagai  pendapat  Hakim  Tunggal

dalam putusan ini, sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا
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Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka 

Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

maka petitum gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  hanya  pernah  hadir  pada  persidanga

pertama  perkara  ini  dan  kemudian  tidak  pernah  lagi  hadir  pada  hari-hari

persidangan  lanjutan,  maka  gugatan  Penggugat  patut  dikabulkan  diluar

hadirnya Tergugat (contadictoir);

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  gugatan  Penggugat

tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal kemudian menjatuhkan talak satu

ba’in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua

atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan

Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan

Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP),  maka  kepada

Penggugat  dibebankan  untuk  membayar  semua  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pen

ggugat (Siti Hairiyani binti Syam’ani);

3. Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  Penggugat  sebesar

Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1446  Hijriyah, oleh  Khairi

Rosyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah
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Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018

tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut

diucapkan  secara  elektronik  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan

disampaikan  kepada  para  pihak  melalui  Sistem  Informasi  Pengadilan

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara

Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Abdul Falah, S.Ag sebagai Panitera,

dengan  dihadiri  pula  oleh  Kuasa  Penggugat secara  elektronik dhadirnya

Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Panitera,

Ttd.

H. Abdul Falah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 34.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
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